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Abstrak  

Pelaksanaan kegiatan survei dan penegasan batas wilayah darat antara Indonesia dan Malaysia, di Kalimantan 

telah dilaksanakan sejak tahun 1975, hingga saat ini masih terdapat 7 permasalahan batas yang belum terselesaikan. 

Persoalan batas yang belum terselesaikan ini disebut Outstanding Boundary Problems (OBP). Pada pelaksanaannya 

timbul permasalahan yang diakibatkan oleh perbedaan datum maupun karena perbedaan interpretasi traktat 1891, 

1915 dan 1928 yang dibuat antara Pemerintah Belanda dengan Pemerintah Inggris. Tujuan yang hendak dicapai dari 

penelitian ini adalah untuk mencari alternatif model solusi permasalahan batas darat antara Indonesia dan Malaysia 

dengan melakukan studi kritis, komprehensif dan analisis aspek teknis pelaksanaan survei dan penegasan batas negara 

Indonesia dan Malaysia dalam perspektif aspek teknik dan teknologi Geospasial. Penelitian ini menggabungkan studi 

literatur yang luas menggunakan peta, citra satelit resolusi tinggi, data SRTM dan data lapangan hasil survei dan 

penegasan batas RI-Malaysia untuk menghasilkan sebuah kajian yang komprehensif dalam perspektif aspek teknis 

dan teknologi Geospasial. Hasil studi menghasilkan alternatif model solusi permasalahan batas darat antara Indonesia-

Malaysia yaitu Indonesia mendapatkan 3 klaim dan Malaysia memperoleh 3 klaim dari 7 permasalahan yang ada dan 

kedua belah pihak membagi dua untuk Wilayah Batu Aum.  

Kata Kunci: batas darat, The Outstanding Boundary Problems (OBP), model solusi, aspek teknik dan teknologi, 

SRTM. 

Abstract  

The implementation of survey boundary demarcation between Indonesia and Malaysia in Kalimantan has been 

carried out since 1975, and until now there are still 7 unresolved boundary issues. It’s called Outstanding Boundary 

Problems (OBP). In practice, issues arise due to differences in the datum and differences in the interpretation of the 

treaties of 1891, 1915, and 1928 between the Dutch Government and the British Government. This research aims to 

find an alternative model for the solution to the land boundary problem between Indonesia and Malaysia by conducting 

a critical, comprehensive study and analysis of the technical aspects of surveying and confirming the Indonesian and 

Malaysian state boundaries from the perspective of geospatial engineering and technology. This research combines 

an extensive literature study using maps, high-resolution satellite imagery, SRTM data, and field data from surveys 

and confirmation of the RI-Malaysia boundary to produce a comprehensive study from the perspective of technical 

aspects and geospatial technology. The results of the study resulted in an alternative model for solving land boundary 

problems between Indonesia-Malaysia, namely Indonesia received 3 claims and Malaysia obtained 3 claims from 7 

existing problems and both parties divided the two for the Batu Aum area. 
Keywords: land boundary, The Outstanding Boundary Problems (OBP), solution model, engineering and technology 

aspect, SRTM 

1. Pendahuluan  

Perbatasan negara atau State Border dipahami sebagai suatu garis imajiner yang memisahkan wilayah suatu negara 

secara geografis berbatasan langsung dengan negara lain. Perbatasan negara merupakan manifestasi utama kedaulatan 

wilayah suatu negara yang dibatasi oleh garis pemisahan sistem hukum yang berlaku antar negara, serta merupakan 

titik singgung (contact point) pengelolaan wilayah teritorial negara yang berbatasan (Mabes TNI, 2014). Indonesia 

dan Malaysia merupakan Negara yang menganut prinsip Uti Possidetis Juris, kedua negara mewarisi wilayah negara 

jajahannya. Sebagai dasar hukum yang digunakan dalam proses penegasan batas kedua negara menggunakan 

perjanjian yang telah disepakati bersama pihak Belanda dan Inggris, yaitu Konvensi 1891, Agreement 1915, dan 

Traktat 1928. Proses penegasan batas darat antara Indonesia dan Malaysia selanjutnya dimulai pada Tahun 1975 dan 

selesai tahun 2000. Sepanjang pelaksanaan survei dan penegasan batas bersama tersebut terdapat beberapa lokasi yang 

belum dapat terselesaikan oleh karena beberapa hal yang diakibatkan oleh 

adanya perbedaan penafsiran atas isi perjanjian, perbedaan hasil dan fakta 

di lapangan dengan isi perjanjian, penggunaan sistem dan kerangka 

referensi koordinat yang digunakan serta penggunaan datum yang berbeda 

antara Indonesia dan Malaysia. Permasalahan yang timbul selama proses 

penegasan batas Indonesia dan Malaysia tersebut disebut sebagai 

Outstanding Boundary Problems (OBP). Adanya sisa permasalahan 
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terkait dengan Outstanding Boundary Problem tersebut dirasakan menghambat proses pengelolaan wilayah batas bagi 

kedua negara menyangkut kedaulatan kedua negara di wilayah perbatasan. Disamping itu adanya OBP juga rawan 

memicu terjadinya konflik kedua negara yang diakibatkan oleh adanya isu pergeseran pilar batas, sehingga perlu 

segera dicari solusinya. Selama kurun waktu 47 tahun sejak dimulainya proses survei dan penegasan batas pada tahun 

1975 hingga saat ini (2022) masih terdapat 7 OBP yang belum terselesaikan yakni empat (4) OBP di Sektor Barat (RI-

Serawak), meliputi Wilayah Batu Aum, Sungai Buan, Gunung Raya dan titik D400. Sedangkan di Sektor Timur ( RI-

Sabah) terdapat Tiga (3) OBP meliputi sektor titik B2700-B3100, Sungai Sinapad dan Sebatik. Menurut Co Project 

Director (CPD) Sektor Timur, untuk wilayah Sebatik tinggal menunggu MOU (Dittopad, 2022). Sejarah menunjukkan 

bahwa menetapkan suatu batas wilayah tidak pernah dapat diterima secara umum. Arsitek batas internasional yang 

pada umumnya adalah negarawan dan politisi harus bernegosiasi dan akhirnya harus mencapai kesepakatan dalam 

memilih letak batas dan mendefinisikannya dalam kerangka kerja delimitasi, sehingga perlu dukungan kajian yang 

berbasiskan teknik dan teknologi terkait sebagai salah satu Decision Support System. Untuk itu dirasakan perlu 

melakukan penelitian ini. 

 Pada saat ini permasalahan OBP RI-Malaysia ditangani oleh sebuah tim kelompok kerja bersama antara Indonesia 

dan Malaysia sesuai dengan keputusan pertemuan Panitia Nasional ke-27 di Kota Kinabalu, Sabah, tanggal 29-31 

Oktober 2001 dengan membentuk the Joint Working Group on the Outstanding Boundary Problems on the Joint 

Demarcation and Survey of the International Boundary between Indonesia and Malaysia (JWG OBP RI-Malaysia). 

Sampai dengan tahun 2022 forum JWG-OBP RI-Malaysia tercatat telah menyelesaikan 2 OBP Sektor Timur, yakni 

dengan ditandatanganinya MOU 22 antara pemerintah RI dan Sabah pada tanggal 20 November 2019 untuk 

penyelesaian OBP di wilayah titik C500-C600 dan Sungai Simantipal. Secara umum permasalahan batas antara 

Indonesia dan Malaysia dapat dirumuskan sebagai berikut :  

1. Perbatasan antara RI-Malaysia di kalimantan belum seluruhnya disurvei dan ditegaskan oleh Belanda - Inggris. 

2. Adanya perbedaan interpretasi Indonesia dan Malaysia atas isi konvensi Inggris Belanda 1891, Agreement 

Inggris-Belanda 1915 dan Perjanjian Inggris-Belanda 1928 yang digunakan sebagai dasar hukum. 

3. Adanya ketidakcocokan antara hasil survei bersama RI - Malaysia di lapangan, dengan isi konvensi dan 

perjanjian yang dibuat Inggris-Belanda di lokasi OBP. 

4. Adanya penduduk setempat yang mengadakan perjanjian lokal tentang pertukaran tanah diantara mereka, 

sehingga merubah batas yang benar sesuai Konvensi Inggris-Belanda tahun 1891 (Private Farming 

Agreement). 

5. Perbedaan hasil pengukuran di lapangan dengan perhitungan di atas peta yang dipakai sebagai pedoman kerja 

lapangan. 

Dari pembahasan masalah diatas, dapat dirumuskan problem statement dalam penelitian ini yaitu: “Permasalahan 

Batas Darat antara Indonesia dan Malaysia memerlukan alternatif model solusi dalam perspektif aspek teknis dan 

teknologi Geospasial agar efektif dalam mendorong upaya penyelesaian OBP di Kalimantan.” Untuk menjawab 

permasalahan utama yang telah diidentifikasi, dilakukan pendekatan melalui pertanyaan riset (Research Question) 

yaitu : “Alternatif Model Solusi seperti apa yang akan digunakan dalam rangka mendorong penyelesaian 

permasalahan batas darat antara RI-Malaysia ?”. 

2. Data dan Metodologi Penelitian.  

Penelitian ini mengambil area studi di Wilayah Kalimantan yang berbatasan dengan negara tetangga Malaysia 

khususnya di daerah yang terdapat OBP, yaitu Kalimantan Barat meliputi daerah Gunung Raya, Titik D400, Batu 

Aum dan Gunung Jagoi/Sungai Buan sedangkan di wilayah Kalimantan Utara ( Sektor Timur) meliputi Pulau Sebatik, 

Sungai Sinapad, daerah prioritas Titik B2700-3100, dapat dilihat pada Gambar 1.  
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Gambar 1. Lokasi Wilayah Studi. 

Penelitian menggunakan data spasial berupa citra satelit resolusi tinggi SPOT 6, data DEM SRTM 30 m, Citra 

Ikonos Resolusi Tinggi, peta topografi skala 1 : 50.000 wilayah perbatasan RI-Malaysia, Peta RBI skala 1 : 50.000 

daerah Kalbar dan Kaltim, peta lampiran Convensi 1891, lampiran Treaty 1915 dan peta lampiran Treaty 1928. Data 

berupa dokumen yang digunakan meliputi Convention between Great Britain and the Netherlands defining 

Boundaries in Borneo, signed at London, 20 June 1891, Agreement between Great Britain and the Netherlands 

relative to the Boundary between the State of North Borneo and the Dutch Possessions in Borneo, signed at London, 

28 September 1915, Convention respecting the further Delimitation of the Frontier between the States in Borneo under 

British Protection and the Netherlands Territory in that island. Signed at The Hague, March 26, 1928. Memorandum 

Of Understanding (MOU) RI-Malaysia di Jakarta tanggal 26 November 1973 (Ketentuan Penetapan Batas RI-

Malaysia). Kerangka Pikir Penelitian ini dituangkan dalam diagram alur penelitian yang disajikan pada Gambar 2. 



 

Analisis Permasalahan Batas Darat Antara Indonesia dan Malaysia 

dalam Perspektif Aspek Teknis dan Teknologi Geospasial 

 

161 

 

 

 

  

  

Gambar 2. Kerangka Pemikiran. 
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Sebagai langkah pertama, pada kerangka penulisan yang merupakan gambaran umum alur pikir dari studi yang 

dilakukan adalah mendeskripsikan isu, fenomena dan permasalahan yang melatarbelakangi tema penelitian ini, yaitu 

mencari alternatif model solusi permasalahan batas darat antara Indonesia dan Malaysia, baik dari segi teoritik maupun 

empirik melalui studi kepustakaan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang permasalahan batas darat 

antara Indonesia dan Malaysia, khususnya di wilayah OBP. Tahapan berikutnya adalah menemukenali permasalahan 

OBP yaitu dari aspek – aspek legal, teknis dan teknologi terkait dengan permasalahan OBP yang disebabkan oleh 

karena penerapan Konvensi Inggris – Belanda tahun 1891, Protokol Inggris – Belanda 1915 dan Agreement Inggris-

Belanda tahun 1928 yang berbeda akibat perbedaan persepsi. Langkah-langkah yang dilakukan selanjutnya dalam 

mencari alternatif model solusi yang tepat adalah dengan mengkaji masalah OBP pada saat ini, kondisi eksisting yang 

ada dengan pendekatan empiris dan teoritis. Selanjutnya hasil analisis terhadap aspek empiris dan teoritis tersebut 

digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk menentukan alternatif model solusi permasalahan batas darat antara 

Indonesia dan Malaysia. Pada bagian akhir adalah merekomendasikan alternatif model solusi hasil studi sebagai 

masukan bagi Panitia Teknik JWG-OBP Indonesia Malaysia dalam rangka mendukung upaya penyelesaian OBP 

antara Indonesia – Malaysia. Pada prinsipnya penelitian terhadap permasalahan batas darat antara Indonesia dan 

Malaysia ini melibatkan beberapa metode penelitian sekaligus, meliputi studi literatur (STL), inventarisasi data dan 

informasi (IDI), survei lapangan (SVL) serta pengolahan data dan analisis (PDA).  

 

Gambar 3. Metode Analisis Objek Dalam Peta. 

3. Hasil dan Pembahasan 

3.1. Analisis Objek dalam Peta 

Kegiatan dalam tahapan analisis teknis survei dan pengukuran adalah menganalisis kesesuaian objek yang ada di 

Peta Lampiran Treaty 1915 dengan objek yang ada di lapangan. Objek yang digunakan sebagai pembanding adalah 

fitur alam yang terdapat pada Peta Lampiran Treaty 1915 yaitu: Aliran Sungai dan Watershed. 
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Gambar 4. Perbandingan RBI dengan Citra GeoEye di Sungai Simantipal dan Sedalir. 

Posisi sungai Sedalir sesuai dengan kondisi lapangan yang diwakili dengan citra GeoEye, dapat dilihat pada pada 

Gambar 4. Arah watershed yg dijadikan acuan batas sama dengan watershed ukuran Bersama, Watershed yang 

digambar dari Citra satelit berimpit dengan watershed hasil survei bersama Indonesia-Malaysia tahun 1977/1978.  

3.2. Analisis Posisi Graticule 4° 20’ LU Astronomis 

Dengan menggunakan Graticule 4º 20’ LU Astronomi dari pengukuran GP1, posisi muara S.Sinapad berada di 

Utara Graticule 4º 20’ LU. Posisi Objek di Sekitar Sungai Simantipal dalam RBI, Peta Lampiran Treaty 1915 dan 

Citra GeoEye terhadap Graticule 40 20’, jika dibandingkan dengan Graticule 40 20’, seluruh aliran nya berada di 

wilayah konsesi Inggris, namun masih dalam koridor 5 mil sesuai isi konvensi 1891 masuk wilayah Indonesia yang 

dapat dilihat pada gambar 5. 

 

Gambar 5. Posisi Objek di Sekitar Sungai Sinapad dan Semantipal dalam RBI, 

Peta Lampiran Treaty 1915dan Citra GeoEye terhadap Graticule 40 20’ 

3.3. Analisis Teknis Elemen Dasar  

Peta Lampiran Perjanjian 1915 dari aspek teknis pemetaan memenuhi sebagai peta yg baik cukup memberikan 

info tentang isi yg terkandung dalam peta tersebut. Memenuhi 7 parameter komponen peta teknis. Dapat dilihat pada 

Gambar 6. 
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Gambar 6. Elemen Dasar Peta Lampiran Treaty 1915 (Perjanjian Belanda-Inggris 1915). 

3.4. Kajian dan Analisis Hidrologi  

 

Gambar 7. Diagram Alir Delineasi Watershed Menggunakan DEM (ESRI, 2015). 

Hasil analisis Hidrologi meninjukan bahwa di Wilayah Tanjung Datu terdapat Watershed yang identik dengan 

hasil ukuran bersama Tim Survei Indonesia –Malaysia tahun 1976. 
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Gambar 8. Hasil Analisis Hidrologi di Tanjung Datu. 

 Data yang digunakan SRTM 30 Meter, Peta Topografi skala 1 : 50.000 dan Data Citra Spot 6. Data dan Luas 

wilayah yang diproses ± 82 Ha. Dari gambar 8 dapat dilihat bahwa watershed hasil analisa hidrologi (kuning) identik 

dengan watershed hasil ukuran bersama tim survei dan penegasan batas RI-Malaysia yang telah disepakati dalam 

MOU 1976 di Kinabalu.  

3.5. Kajian dan Analisis di Titik D400 

 Daerah D400 kondisi umum secara fisik tidak berubah terdapat perubahan di sekitar titik D468 sebagai kebun 

Sawit milik Malaysia hasil Overlay data SRTM 30 m dengan Citra Spot 6 memperlihatkan titik D400 berada di Lereng 

G. Rasau dengan jarak 133 m dari titik D390 yang ada di watershed. Hasil Overlay citra Spot 6 dan analisa hidrologi 

di daerah Titik D400 dapat dilihat pada gambar 9. 

  

Gambar 9. Hasil Overlay DEM SRTM 30 M dan Citra Spot 6 

di titik D400 berada di Lereng Gunung Rasau. 

3.6. Kajian dan Analisa Masalah Gunung Raya 

 Sungai Berenas dan Sungai Separan yang dijadikan acuan dalam menentukan batas di wilayah Gunung Raya relatif 

tidak berubah. Hasil penelitian memperlihatkan terdapat watershed sesuai ps 2 Konvensi 1928 yang menyatakan 

bahwa batas di G.Raya dari E95- Gn Raya I – Gn Raya II- D001 menuju arah Tanjung Datu Hasil ukuran Bersama 

sesuai dengan Ps.2 Konvensi 1928. 
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Gambar 10. Hasil View 3D Overlay Data DEM SRTM 30 m dan Citra Spot 6. 

3.7. Kajian dan Analisis Masalah Batu Aum  

Berdasarkan Treaty series No.32 tahun 1930 dan Laporan Pertemuan Pokja II Tim Interpretasi Nasional Perjanjian 

Inggris-Belanda mengenai Kalimantan tahun 1928 disebutkan bahwa jarak Batu Aum ke sungai Odong adalah 600 m 

dan arahnya adalah 330º 33’ (NWN, North West North) namun kenyataan di lapangan jika data jarak dan arah tersebut 

diterapkan di lapangan tidak ditemukan sungai Odong. Hasil pengukuran dengan menerapkan arah 330º 33’ (NWN) 

ternyata jaraknya hanya 479,44 m. 

 

Gambar 11. Hasil Pengukuran dengan Menerapkan Arah 330º 33’ (NWN) dengan Jarak 479,44 m. 
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Hasil ukuran tersebut diperoleh dengan cara melakukan pengukuran poligon proyek B. Pengukuran dimulai dari 

titik Batu Aum (E13) ke arah hulu sungai Berian Sinai ke titik sasaran ET49 dengan arah 330°, melalui pilar E13-

ET46-ET47-ET48-ET49. Dari hasil poligon ditarik garis lurus E13-ET49 = 479,437 m. Kemudian dilanjutkan sampai 

ke titik ET4 melalui tepi hulu sungai Berian Sinai. Jalur poligon yang dilalui pilar ET49 -ET50-ET51-ET52-ET53-

ET4. Kenyataan di lapangan tidak sesuai dengan pasal 2 Konvensi 1928. Hasil analisis menggunakan Citra Spot 6 dan 

SRTM 30 meter didapatkan beberapa alternatif solusi jarak dan arah. Verifikasi lapangan diperoleh solusi yang paling 

mendekati isi pasal 2 Konvensi 1928 (gambar 12 dan gambar 13). 

 

Gambar 12. Hasil Analisis Menggunakan Citra spot 6 dan SRTM 30 m. 

 

 Gambar 13. Hasil Analisis Menggunakan Citra Spot 6 dan SRTM 30 m Batu Aum 

Batas Watershed E13-ET49 Jarak 599,9 m arah 331° 26’ 16,7. 

3.8 Kajian dan Analisis Masalah Gunung Jagoi/S.Buan  

Ada beberapa hal yang menjadikan pengukuran survei penegasan batas kedua negara di wilayah tersebut 

bertentangan dengan isi Traktat/Konvensi 1891. Pertama garis batas yang diukur oleh Tim pada saat itu memakai 

sungai Brubai, sedangkan pada Traktat disebut sungai Buan. Jarak mata air ke sungai Berubai ± 89.494 meter, 

sementara jarak ke mata air sungai Boean Raya ± 300 meter. Sementara pada Traktat disebutkan jarak dari Gunung 

Analisa 1  Batu Aum – S. Odong ET 13-ET18    Jarak 775,9 meter, arah 296° 00´ 17.8 “ Analisa 2  Batu Aum – S. Odong ET 13-ET16    Jarak  609,4 meter, arah 302° 28´ 32.2 “ 

Analisa 3  Batu Aum – S. Odong ET 13-ET49    Jarak  479,4 meter, arah 330° 33´ 21.2 “ Analisa  4  Batu Aum – batas watershed E13-ET49    Jarak  599.9  meter, arah 331° 26´ 16,7 “ 
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jagoi ke hulu sungai Buan ± 50 meter. Overlay citra spot 6 dan SRTM 30 m memperlihatkan bahwa hulu sungai 

Berubai dan S.Buan sulit untuk dikenali, tergolong jenis sungai musiman. Gambar perspektif 3D hasil Overlay daerah 

G. Jagoi/S.Buwan hasil pengolahan data citra dan SRTM 30 m dapat dilihat pada gambar 14. 

  

Gambar 14. Hasil Overlay DEM SRTM 30 m dan Citra Spot 6 di Wilayah Gunung Jagoi 

  

Gambar 15. Hasil Verifikasi Lapangan Terdapat Alternatif Solusi Terkait Letak 

Hulu S. Berubaidan S. Buwan dengan Titik Triangulasi G. jagoi 

3.9. Kajian dan Analisis Masalah Sungai Sinapad  

Untuk lengkungan bagian (bend) sungai induk ataupun anak sungai yang melintasi “proposed boundary line” ke 

Utara, namun masih berada dalam koridor 5 mil, yaitu masih di sebelah selatan dan belum melintasi parallel 4° 25' 

LU (4° 20' LU s/d 4° 25' LU). Hasil Analisis terhadap artikel II Konvensi 1891 dan konsesi yg berlaku secara 

resiprokal bagi kedua negara maka watershed ukuran bersama RI-Malaysia terletak sesuai dengan lampiran peta 

perjanjian 1915. Lihat gambar 16. 

  

Gambar 16. View 3D Overlay Analisis Hidrologi dan Hasil Ukuran 

Tim Bersama RI-Malaysia, Sesuai dengan Lampiran Peta 1915. 

3.10. Kajian dan Analisis Masalah Titik B2700-B3100 

Dari hasil analisa diketahui bahwa titik B2827 merupakan titik potong antara paralel 4°10´ LU dengan rangkaian 

watershed paling Timur. Hasil analisa hidrologi menggunakan data SRTM 30 m dan Citra Spot 6 menunjukkan hasil 

ukuran bersama sudah benar sesuai Perjanjian 1915 yang dapat dilihat pada Gambar 17. 
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 Gambar 17. Watershed B2700-B3100 Hasil Analisis Hidrologi Berimpit 

dengan Titik Batas Hasil Ukuran Bersama Tahun 1977/1978 

Kesimpulan  

Terkait dengan aspek kartografi dan geografi dalam perspektif teknologi geospasial dapat disimpulkan bahwa peta 

lampiran treaty sudah cukup baik dalam identifikasi dan penegasan objek dalam perjanjian. Hasil komparasinya 

dengan peta lain, kemudian juga komparasinya dengan data teknologi terkini seperti DEM (Digital Elevation Model), 

serta Citra Resolusi Tinggi, dan analisa GIS, dapat membantu penyelesaian OBP secara obyektif. Kesesuaian antara 

watershed, sungai dalam perjanjian relatif sama dengan data-data terkini yang jauh lebih teliti seperti yang disebut di 

atas. Hanya untuk kasus Gunung Jagoi/sungai Buan diperlukan analisa geomorfologi dengan skala yang lebih detail 

lagi, melalui pengambilan data-data di lapangan. 

Terkait dengan hasil kajian dan analisis terhadap 7 OBP dalam hal mencari model alternatif solusi penyelesaian 

masalah, dapat disimpulkan bahwa dengan memperhatikan aspek sains dan teknologi Geospasial, Alternatif model 

solusi untuk Indonesia mendapatkan 3 klaim dan Malaysia memperoleh 3 klaim dari 7 permasalahan yang ada dan 

kedua belah pihak membagi dua untuk Wilayah Batu Aum.  

Model alternatif murni akademik (aspek sains, teknis dan teknologi) tidak selamanya dapat dipakai dalam dunia 

realitas. Dalam proses negosiasi diplomasi perundingan antar delegasi negara, maka aspek sains dan teknologi (aspek 

akademis ) dapat dikalahkan oleh aspek politis. 

Untuk dapat melanjutkan penelitian mengenai OBP antara Indonesia dan Malaysia berikut ini saran yang 

diberikan: 

1. Dilaksanakan penelitian secara multitemporal terhadap aliran sungai Sinapad, sungai Simantipal, Sungai Buan 

dan Batu Aum dan daerah sekitarnya apakah terjadi pergeseran lokasi akibat dinamika bumi. 

2. Dilaksanakan penelitian secara geomorfologi batuan apakah terjadi pergeseran muara sungai akibat sungai 

yang bersifat myander atau berubah-ubah. 
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